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ABSTRAK : bahwa dalam rangka intensifikasi penanganan pengaduan 

masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dan bebas kolusi, korupsi dan 

nepotisme, perlu menerapkan standar operasional prosedur 
pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bandung. 
 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bandung ini : 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran 
Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3995); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman 

Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi 
Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 



Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota. 

 Dalam Keputusan KPU Nomor 32/ORT.06/3204/2021 di 

atur tentang : 

 Standar Operasional Prosedur Pengaduan Masyarakat di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.  
 

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak 18 Oktober 2021 

 

 


